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ABSTRACT
Participation is manifestation from Governance characterized for through best performance by
government. Once of manifestation from society participation is the involvement from women
whose making Pararem from Desa pakraman. There is like women activity in  Desa Pakraman
Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan whose made they have rights for giving their opinions.
With this problems patterns, this research is aim for knowing how far the participation from
women within process for making Pararem in  Desa Pakraman Panjer, Kecamatan Denpasar
Selatan. This research using descriptive qualitative method through collect the data from direct
observation for looking the phenomenon and doing interview with interviewees which involving
in makin Pararem in Desa Pakraman Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. This research
conclude, the woman involvement in process for making Pararem just giving their opinions like
talking about  something which  they want or adding in Pararem. Within the process for making
Pararem can be found four phases which planning phase, framing phase, ratification phase and
socialization phase. The women involvement in process for making Pararem just can be found
in planning phase, and socialization phase. The women involvement can be seen in process
from making Pararem which related with women’s right and obligations in Upakara things, while
they have asked about their opinions but the framing phase is doing by men.
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PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan
zaman, hak-hak perempuan mulai
dipertimbangkan dalam merumuskan
kebijakan publik. Kebijakan tentang
perempuan sekarang ini sudah mulai
diperbincangkan dan diperjuangkan baik
dalam ranah pemerintah pusat maupun
dalam ranah pemerintah daerah. Dalam
ranah pemerintah daerah seperti Desa
Pakraman kebijakan tentang hak-hak
perempuan sudah mulai diperbincangkan
dan mulai diperjuangkan.
Desa Pakraman merupakan
kesatuan masyarakat hukum adat di Bali
yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan
tata krama pergaulan hidup masyarakat
umat Hindu di Bali. Desa Pakraman
sebagaimana yang diatur dalam Perda
Provinsi Bali No 3 tahun 2001 dibentuk oleh
enam unsur pokok, yaitu kesatuan
masyarakat hukum adat, mempunyai satu
kesatuan tradisi, tata karma pergaulan
hidup menurut Agama Hindu, ikatan
Kahyangan Tiga, mempunyai wilayah, dan
memiliki harta kekayaan sendiri.
Seperti yang diketahui setiap Desa
Pakraman di Bali mempunyai aturan
(tertulis maupun tidak tertulis) yang berlaku
bagi warga Desa Pakraman bersangkutan,
yang disebut dengan Awig-awig atau
Pararem. Dengan begitu banyaknya Desa
Pakraman yang ada di Bali, menyebabkan
begitu banyak dan beragam pula awig-awig
yang ada di Bali. Keberagaman hal tersebut
membuat desa-desa yang berada di Bali
menjadi unik dan mempunyai
keistimewaan. Pararem merupakan sebuah
cerminan hukum adat yang bersifat
dinamis. Pararem merupakan bukti hukum
adat yang tumbuh mengikuti perubahan
2masyarakat melalui putusan-putusan dalam
sebuah paruman (rapat) adat.
Partisipasi perempuan dalam
pengambilan keputusan pada level
kebijakan publik secara kuantitas masih
dirasa kurang. Kelompok perempuan lebih
banyak menikmati produk dari hasil
kebijakan publik yang mayoritas dibuat oleh
kalangan laki-laki. Tuntutan perempuan
dalam pengambilan kebijaka publik
merupakan tuntutan yang wajar
dikarenakan perempuan merupakan
sasaran kebijakan publik yang tidak
memiliki daya tawar, sehingga
mengakibatkan banyak terjadinya produk
kebijakan publik yang tidak ramah gender.
Sekarang ini persamaan gender
sangat diperlukan dalam sistem
pemerintahan adat di Bali. Berbicara
tentang gender tidak lepas dari jenis
kelamin manusia. Disini perempuan selalu
diberikan ketidakadilan dalam
mendapatkan hak-haknya dalam
pemerintahan. Berbagai sosialisasi materi
gender telah dilakukan oleh banyak
kalangan seperti Pemerintah Daerah, Pusat
Studi Wanita dan Lembaga Swadaya
Masyarakat yang ada di Bali. Namun dalam
wacana keseharian masyarakat Bali,
gender menjadi persoalan yang cukup
banyak disoroti, karena pengetahuan
tentang kesetaraan gender masih sangat
minim. Disamping itu juga karena budaya
yang menaungi adalah budaya patriarkal.
Laki-laki menduduki tempat paling atas dan
perempuan dibawahnya. Terlihat sekali ada
bias gender yang sangat problematik
dialami masyarakat Bali.
Dalam istiadat hindu di Bali
kesetaraan dan keadilan perempuan belum
terealisasi dengan baik terutama dalam
perlakuan adat. Mengingat isu gender
dilingkungan masyarakat di Bali merupakan
isu yang relatif baru diwacanakan. Dalam
upaya mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender di masyarakat, terlebih
dahulu penting untuk dikaji mengenai
pengetahuan, pandangan, dan sikap
masyarakat Bali terhadap konsep
kesetaraan dan keadilan gender.
Dalam proses pembuatan awig-
awig atau pararem seringkali dilakukan oleh
perwakilan dari laki-laki saja.
Pertanyaannya sekarang apakah
keberadaan perempuan tidak dapat
dilibatkan dalam proses pembuatannya.
Mengingat di Bali mempunyai keunikan
sistem kekerabatan sendiri yang berbeda
dengan masyarakat yang lain. Sistem
kekerabatan yang dimaksud adalah sistem
gotong royong dan kekeluargaan dalam
metulungan (membantu) yang dimiliki oleh
masyarakat Bali. Keterlibatan perempuan
dalam merumuskan awig-awig atau
pararem  desa pakraman sudah mulai
digalakan.
Di Desa Pakraman Panjer sendiri
partisipasi perempuan dalam perumusan
kebijakan publik sudah mulai digalakan
oleh Desa Pakraman dan terus
diperjuangkan bagi perempuan. Hal
tersebut terlihat dengan mengajak
perempuan yang sudah memiliki
pendidikan dan wawasan untuk ikut dalam
dimintai pendapat.
KAJIAN PUSTAKA
Governance
Teori yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah Governance.
Governance merupakan tata cara
penyelenggarakan pemerintahan yang baik,
efisien dan efektif yang menunjukan
dimana rakyat dapat mengatur ekonomi,
institusi, dan sumber-sumber sosial dan
politik yang dipergunakan dalam
pembangunan.
United Nations Development
Programme (UNDP) mendefinisikan
governance sebagai “the exercise of
political, economic, and administrative
authority to manage a nation’s affair at all
levels”. UNDP juga menjelaskan
governance mempunyai tiga hal yang
dominan yaitu negara, sector swasta, dan
masyarakat sipil.
United Nations Development
Programme (UNDP) menjelaskan terdapat
9 karakaterisitik yaitu (1) participation, (2)
role of law, (3) transparency, (4)
responsiveness, (5) consensus orientation,
(6) equity, (7) efficiency and effectiveness,
(8) accountability, (9) strategy vision.
A. Konsep Partisipasi
Partisipasi dalam pembangunan
ataupun dalam pengambilan keputusan
sangatlah penting, terutama bagi
masyarakat yang ada di dalamnya.
Menurut Adjid (1985), mengartikan
partisipasi sebagai kemampuan
masyarakat untuk bertindak dalam
3keberhasilan yang teratur untuk
menanggapi kondisi lingkungan, sehingga
masyarakat tersebut dapat bertindak sesuai
dengan logika yang dikandung oleh kondisi
suatu lingkungan.
partisipasi adalah suatu
keterlibatan mental dan emosi serta fisik
peserta dalam memberikan respon
terhadap kegiatan yang melaksanakan
dalam proses belajar mengajar serta
mendukung pencapaian tujuan dan
bertanggungjawab atas keterlibatannya
yang bersifat transformasional dan
instrumental untuk mencapai tujuan yang
lebih tinggi. Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi seseorang dalam
berpartisipasi yaitu antara lain (1) faktor
usia, (2) faktor jenis kelamin, (3) faktor
pendidikan, (4) faktor pekerjaan dan
penghasilan, (5) lamanya tinggal.
B. Konsep Perempuan
Arti kata perempuan berasal dari
bahasa sangsekerta per-empu-an yang
berarti makhluk ciptaan tuhan yang
mempunyai sikap pembawaan yang kalem,
cepat nangis apabila mengalami persoalan
yang berat, dan pekerja keras.
Menurut Sunasri (2003) perempuan
Bali adalah perempuan yang kawin dengan
laki-laki Bali yang sama-sama beragama
Hindu dan akibat dari perkawinan tersebut
mereka menjadi anggota karma istri di
banjar atau desa adat. Perempuan Bali
memiliki watak pekerja keras dan mau
belajar untuk menjaga tradisi yang ada.
Dalam mengarungi jalan hidup yang sangat
luas dan kompleks itu perempuan Bali
dikenal sebagai orang yang sangat suka
dan kuat bekerja sehingga kegiatanya
menjadi sangat padat dan kompleks.
C. Konsep Pararem Desa Pakraman
Desa Pakraman merupakan
organisasi masyarakat hukum adat
tradisional Bali yang mempunyai satu
kesatuan tata kraman dan pergaulan hidup
sesuai dengan ajaran Agama Hindu.
Desa pakraman di Bali mempunyai
aturan baik yang tertulis maupun yang tidak
tertulis yaitu yang disebut dengan awig-
awig dan pararem. Pararem merupakan
aturan adat masyarakat Bali yang bersifat
dinamis sesuai dengan perkembangan
jaman dan bersifat mengikat.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipergukan
dalam penelitian ini adalah kualitatif
deskriptif. Metode ini mempunyai tujuan
untuk menggambarkan gejala sosial yang
tengah berlangsung pada saat studi.
Sumber data dari penelitian ini adalah data
primer dan data skunder. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara
observasi, wawancara, dokumentasi, dan
metode kepustakaan.
Teknik sampling yang dipergukan
dalam penelitian ini adalah purposive
sampling dan snowball sampling. Penelitian
ini berlokasi di Desa Pakraman Panjer,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota
Denpasar.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Pakraman Panjer merupakan
organisasi masyarakat tradisional dan
kesatuan masyarakat hukum adat yang
mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata
krama pergaulan hidup sesuai dengan
Agama Hindu. Desa Pakraman Panjer di
pemimpin oleh seorang Bendesa Adat yang
disebut dengan prajuru desa pakraman.
Prajuru adalah pengurus desa pakraman
yang mengurusi urusan adat, mengayomi
dan melindungi masyarakat.
Prajuru Desa Pakraman Panjer
dipilih dan diajukan oleh perwakilan
masyarakat atau kelian masing-masing
banjar. Dari tokoh-tokoh masyarakat yang
diajukan kemudian dipilih berdasarkan
paruman atau rapat yang dilaksanakan di
desa pakraman.
Dalam proses pembuatan pararem
di Desa Pakraman Panjer melalui empat
tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap
penyusunan, tahap pengesahan, dan tahap
sosialisasi. Dari keempat tahapan tersebut
partisipasi perempuan dalam proses
pembuatan pararem desa pakraman hanya
pada tahap perencanaan dan tahap
sosialisasi semata. Dimana perempuan
hanya diberikan puluang untuk
berpartisipasi hanya sebatas memberikan
usulan, pendapat, dan saran atas apa yang
ingin direvisi dalam pararem tersebut.
keterbatasan ruang gerak perempuan
tersebut dikarenakan masih kentalnya
konsep purusa yang ada di Desa Pakraman
Panjer.
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sangat terlihat yaitu pada urusan upacara,
agama, budaya, dan kesehatan. Desa
Pakraman Panjer melibatkan perempuan
dalam proses pembuatan pararem dilihat
berdasarkan tingkat pendidikan dan
ketokohan perempuan tersebut. dalam
menyampaikan pendapat untuk merevisi
pararem disampaikan melalui kelian PKK
(Pembinaan Kesejahteraan keluarga) yang
terlebih dahulu disampaikan pada saat
perempuan melakuakan paruman sendiri di
balai desa.
Ada beberapa kendala yang
dialami perempuan dalam proses
pembuatan pararem yaitu secara klasik
perempuan masih mengurusi urusan
domestic. Kendala yang kedua yaitu karena
beban yang dipikul perempuan dalam
pekerjaannya sangat besar, dan yang
ketiga yaitu masih adanya hegemoni laki-
laki yang menganggap perempuan tidak
pantas mengikuti paruman (rapat) di desa
pakraman.
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, maka dapat dianalisis bahwa di
Desa Pakraman Panjer telah menerapkan
Governance dimana pemerintah desa
dalam hal ini Desa Pakraman Panjer telah
mewujudkan tata pemerintahan yang baik,
karena hal tersebut perlu dibangun sebuah
dialog antara stakeholders, agar semua
pihak termasuk perempuan merasa
memiliki tata pengaturan tersebut.
Berdasarkan karalteristik
governance yang dijelaskan United Nations
Development Programme (UNDP) di desa
pakraman panjer sudah menerapkan empat
karakteristik yang ada, diantaranya yaitu (1)
participation, (2) transparency, (3)
consensus (4) equity.
Walau partisipasi dari perempuan
tersebut sangatlah kecil namun hal itu
sangat penting adanya untuk menciptakan
pemerintahan yang baik dimana
masyarakat khususnya perempuan ikut
ambil andil dalam pembangunan yang akan
dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini
pemerintah desa). Partisipasi juga cermin
dari kehidupan bersama dan adanya rasa
saling percaya antara pemerintah dan
masyarakat, sehingga teori Governance
memang benar telah dilakukan.
KESIMPULAN
Desa Pakraman Panjer merupakan
salah salah satu desa pakraman di Bali
yang melibatkan perempuan dalam proses
pembuatan pararem desa. Berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti,
dapat disimpulkan bahwa partisipasi
perempuan dalam proses pembuatan
pararem di Desa Pakraman Panjer
terbilang terbatas hanya pada tahap
perencanaan dan tahap sosialisasi.
Dalam proses pembuatan pararem
ada beberapa tahapan yaitu tahap
perencanaan, tahap penyusunan, tahap
pengesahan, tahap sosialiasasi
Partisipasi perempuan yang ada
hanyalah berupa aspirasi dan pendapat
saja. Sehingga dalam proses pembuatan
pararem ini perempuan hanya terlibat atau
berpartisipasi pada tahap awal saja.
Dimana perempuan hanya bisa
memberikan aspirasinya berupa pendapat
mengenai apa yang akan dirubah ataupun
yang perlu ditambahkan dalam pararem
tersebut. Namun dalam hal yang lainya
seperti dalam urusan upakara atau
upacara, posyandu dan budaya,
perempuan menjadi yang paling didepan
dan paling banyak dilibatkan dalam hal
tersebut.
Proses perempuan dalam
memberikan usulannya melalui ketua PKK
(Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
atau yang disebut kelian istri yang
dilakukan dalam paruman karma istri setiap
bulannya. Kemudian setelah ada hal yang
akan dusulkan tersebut disampaikanlah
kepada bendesa adat atau kelian banjar
yang nantinya akan melakukan paruman
atau rapat untuk membahas dan
memutuskan apa yang telah diusulkan oleh
karma istri.
Namun pada hal-hal tertentu atau
jika ada kebijakan yang menyangkut
perempuan mereka selalu dilibatkan dan
diajak berdiskusi untuk mencari solusi yang
terbaik. Dalam hal ini pemerintah Desa
Pakraman Panjer melihat dari segi
pendidikan dan ketokohan perempuan
tersebut dalam mengajak mereka
berdiskusi dan memberikan mereka
peluang dalam memberikan usulan. Dan
melihat dari meningkatnya jumlah
perempuan yang berpendidikan, hal ini
menunjukan meningkatnya kualitas dari
SDM perempuan tersebut. Namun ada juga
beberapa kendala yang sering kali
menghalangi perempuan dalam
berpartisipasi yaitu karena kesibukannya
dalam mengurus urusan domestic, masih
kentalnya adat dan budaya lokal di Desa
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pergeseran budaya matrilineal ke
matrilineal yang lebih cenderung ke arah
patriarkhi, dan hegemoni laki-laki yang
menganggap prempuan tidak pantas untuk
terlibat lebih jauh dalam proses pembuatan
pararem.
Walaupun partisipasi perempuan
dalam proses pembuatan pararem ini
dibilang sangat kecil tapi ini merupakan
suatu hal yang penting, hal tersebut terbukti
dengan adanya usulan dari perempuan
yang pada akhirnya menghasilkan pararem
ngele (pararem yang dibuat berdasarkan
perkembangan masyarakat dan belum
diatur dalam pararem yang sudah ada)
yaitu pararem yang mengatur sanksi denda
bagi masyarakat yang membuang sampah
sembarangan. Hal ini merupakan usulan
dari perempuan yang walaupun
penyempurnaan dari hasilnya tersebut
dilakukan oleh kaum laki-laki.
Berdasarkan hasil dilapangan
menunjukan bahwa di Desa Pakraman
Panjer sudah sesuai dengan teori
Governance yaitu keseimbangan dan
keselarasan antara pemerintah (dalam hal
ini pemerintah desa pakraman) dengan
masyarakat khususnya perempuan sudah
terjalin dengan baik.
Hal ini yang telah dilakukan
pemerintah Desa Pakraman Panjer yang
menerima dan menampung semua
pendapat dari perempuan dalam proses
pembuatan pararem desa. Hal ini sudah
sesuai dengan teori Governance dimana
didalamnya terdapat karakteristik partisipasi
yang menjadi landasan utama dari
penelitian ini. Dari 9 karakteristik yang
dikemukan oleh United Nations
Development programme (UNDP), 4
karakteristik sudah diterapkan di Desa
Pakraman Panjer jadi dari hal tersebut
sudah ada tibal balik yang baik antara
pemerintah dan masyarakat.
Walau partisipasi dari perempuan
tersebut sangatlah kecil namun hal itu
sangat penting adanya untuk menciptakan
pemerintahan yang baik dimana
masyarakat khususnya perempuan ikut
ambil andil dalam pembangunan yang akan
dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini
pemerintah desa).
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